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Menimbang

« i

b,

BUPATI GOWA,

bahwa dalam rangka menunjang
kelancaran tugas pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan
dan pcmberdayaan masyarakat
dalam lingkup Desa, maka perlu
menyusun  kembali  organisasi
kelembagaan dan iata kerja
Pemerintah Desa;

bBahwa  untuk maksud tersebut

diatas, periu menelapkan
Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa tentang Penyusunan




Mengingat

Organisasi dan Tata  Kerja
Pemerintah Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1959 entang
Pembentukan Dacrah- Daerah
Tingkat 1I di Sulawesi [Lembaran

Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republilt

Indoncsia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomeor 6

Tahun 2014 tentang  Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tammbahun  Lembaran — Negara
Republik Indonesia Nomor 5493);

. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran — Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),

sebugaumuana telah diubah
beberapa kali terakhir dcngan
Undang-Undang Nomor 9
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Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomaor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
. Peraturan Pemerinlah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desn {Lembaran Negura Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

. Peraluran  Daerah  Kabupalen

Gowa Nomor 3 Tahun 2004
tcntang Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintah
Kalnipaten Gowa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2004 Nomor 7 secri E);

. Peraturan  Daerah  Kabupatlen

Gowa Nomor 4 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat
Dalam Penvelenggaraan
Pemernmlahan Kabupaten Gows
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2004 Nomor B8
seri EJ;




Peraturan  Daerah  Kabupaten
Gowa Nomor 9 Tahun 2005
tentang Pembenlukan Desa dalam
Wilayah Kabupaten (vowel
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2005 Nomor 9);
Peraturan  Daerah  Kabupaten
Gowa Nomor & Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2008 Nemor 8), sebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 11
ahun 2014 (Lecmbaran Daerah
kabupaten Gowa Tahun 2014
Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

KABUPATEN GOwWA
dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA



BAR 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adzalah Kat tpaten Gows:l

Pemerintah Dacrah adalah Bupali sebagai unsur
penyeleniggara pemerintahan D: wrah  yang
memimpn  pelaksanaan  urusan pemerintahan
yang menjarli kewenangan dacrah otonom,

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah vang
selanjutnya disingkat DPRD) adalzh lembaga
perwakilan rakyut daerah vang berkedudukan
sebagai  unsur penyelengearas  Pemerintahan
Dacrah.

Bupati adaluh Bupati Gows.

Camat adalah Perangkat Duerah yang mempunyai
wilayah kerja di tingkat Kecarnatan,

Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukumn yang
memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk
mengalur dan mengurus Urusan, kepentingan
masyarekat, hak Asal Usul, vang diakw dan
dihormari dalam sistem Pemecrintahar, Negara
kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerinfahan dan Kepentingan
masyarakat sctermpat dalam sistem pemerintanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah  Desa  adalah  Kepala Desa vang
dibantu Perangkat  Desa scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah  unsur penyelenpggars
Pemerinfah Desa vang ierdiri dari Sekretariat
Desa, Ursur Pclaksana Teknis dan  Unsur
Kewilayahan di Kabupaten Gowa

LA




10. Badan Permusyawaratan Desa  selanjuinya

12,

(1)

(2]

(3)

.Peraturan Desa adalan Peraturan Perundang-

.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang

disingkat BPD adalah lembaga VATIE
niclaksanakan  fungsi  pemerintahan  vyang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa  berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis,

Undangan yang aitetapkan oieh Kepida Desa
screlah dibahas dan disepakati bersama Radarn
Permusyawaratan Desa
Peraturan Kepala Desa adalah peraturan van
cifetapkan Kepala Desa vang bersifat pengaturan
dan/aten inerupakan pecaturan pelaksanaan dard
Peraturan Desa

ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat
penctapan.
BAR Ii

SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

Pasal 2
Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdir dari:
3. Kepala Desa; dan
b. Pecrangkat Desa,
Perangkat Desa terdiri atas:
a. Sekretariat Desa:
b. Pelaksana tcknis: dan
c. Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun);

Peranpgkat [esa berkedudukan sebagai unsu
pembantu Kepala Desa.



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

Pasal 3

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa
dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas
membantu Kepala Desa  dalam bidang
administrasi pcmerintahan.

Sckretariat Desa sebagamimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak lerdiri alas 3 (figa) ndang
Lrusarn.

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) dengan 3 (tiga) bidang urusan yang
dipimpin oleh Kepala Urusan terdiri dari :

a. Kepala Urusan Administrasi,

b. Kepala Urusan Keuangan; dan

c. Kepala Urusan Umum.

Pasal 4

Pclaksana teknis merupakan unsur pembantu
Kepala Desa sebagai pelaksana tupas operasional.
Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada
aval (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada
avat (2] dengan 3 (tiga) scksi yang dipimpin cleh
Kepala Seksi terdiri dari:

a. Kepala Seksi Pemerintahan;

b. Kepala Seksi Permbangunan; dan

c. Kepala Seksi Kesejahteraan,

Pasal 5

Pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun)
merupakan unsur pcmbantu kepala Desa sebagitl
satuan tugas kewilayahan.

Jumlah pelaksana kewiayahan (Kepala Thisun)
ditentukan secara praporsional antara pelaksana
kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan
keuangan Desa.




(3) Kepala Dusun diisi sesuai jumlah wilayah dusun
yang ada.

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kcrja Pemerinlah Desa
ditetapkan dengan Pcraturan Desa.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam  Laanpiran Peraturan Dacrah ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUGAS, KEWAJIBAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 8

(1) Kepala Desa  bertugas  menyelenggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa,
(2) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan
dessa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat
desa;

c. memegang kekuasaan pengclolaan Keuangan
dan aset desa;



d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapalan dan
Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyvurakat Desa,

g. membina  kelenteraman dan  ketertiban
masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perckonomian
Desa serta  mengintegrasikannya — agar
mencapai perekonomian skala  produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmmuran
masyarakat Desa;

1. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan

sebaglan kekayaan negara guna
meningkatkan  kescjahteraan  masyarakat
Desa,

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya

masvarakat Desa;

. memanfaailkan teknologl tepat guna;

m. mengkoordinasikan  Pembangunan  Desa
secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar
penigadilan atau menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

0. melaksanakan wewenang lain yang sesual
dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata
kerja Pemenntah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan
Peraturan Desa;




mcnerima  penghasilan  tetap setiap bulan,
tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah,
serla mendapat jaminan keschatan;
mendapatkan  perlindungan hukum atas
kebijakan yang dilaksanakan; dan
memberikan mandat pelaksanaan tugas dan
kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
berkewajiban :

.

MeTnegany teguh dan mengamalkan
Puncasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negarau Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan  Negara  Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
mecningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat Desa;

menaat dan menegakkan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan kehidupan demokrasi dan
berkeadilan gender;

mclaksanakan prinsip tata Pemerintahan
Desa yang akuntabel, transparan, profesional,
efeklif dan efisien, bersih, scrta bebas dari
kolusi, korapsi, dan nepotisme;

menjalin kerja sama dan koordinasi dengan
seluruh pemangku kepentingan di Desy;
menyelenggarakan administrasi Pemerintahan
Desa yang baik;

mengelola Kcuangan dan Aset Desa;
melaksanakan urusan pemerintahan vang
merjadi kewenangan Desa;
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k. menyelesaikan perselisthan masyarakat di
Nesa;

l. menpembangkan perekonomian masyarakat
Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat Dcsa;

1. memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyurukatan di Desa,

0. mengembangkan potensi sumber daya alam
dan melestarikan lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakal
Desa.

(5) Selain kewajiban scbagaimana dimaksud pada
ayat (4) Kepala Desa wajib menvampaikan
laporan penvelenggaraan Pemenntahan Desa
setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa
jabatann kepada Bupati, memberikan laporan
keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada BPD, serta memberikan dan/atau
menycbarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat
Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasnl 9

Dalam  pelaksanaan tugasnya Kepala Desa
berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap
Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 10

(1) Sekretariat Desa adalah unsur pelayvanan yang
berada di bawah Kepala Desa.

11



(2) Sckretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.

Pasal 11

Sekretaris Desa mempunyan lugas dan kewajiban
membantu Kepala Desa dalam  penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
serta membantu pelayanan ketatausahaan.

Pasal 12

Untuk  menyelenggarakan  tugas — sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Desa
mempunyal furngsi:

a. pelaksanaan urusan surar menyurat, kearsipan
dan pelaporan;

b. pelaksanaan administrasi pemerintaharn,

pembangunan dan kemasyarakatan,

pemberdayaan masyarakat;

koordinator kegiatan Perangkat Desa,

pengumpulan dan pengolahan bahan, evaluasi

data dan perumus program serla petunjuk untuk
keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas
pemerintahan, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

e. pelayvanan masyarakat di bidang administrasi
pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat;

[. penyusunan program  kerja tahunan dan
pelaporannya;

g. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa
apabila Kepala Desa berhalangan melakukan
tugasnya, dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch
Kcpala Desa.

oo
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(1)

(2]

Bagian Ketiga
Bidang Urusan

Pasal 13
Kepula Urusan Admimistrasy mempunyai tugas
penyusunan pierencanaan, pelaksunaan,

pengendalian, evaluasi dan penyusunan laparan
urusan administrasi desa.

Untuk penyelenggaraan tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan
Administrasi menyelenggarakan fungsi :

i, penyusunan rencana dan penyelenggaraan
administrast wmum;

b. penyusunan program dan penyelenggaraun
ketatausahaan;

c. penyusunan program dan penyelenggaraan
kearsipan;

d. pelaporan, dan cvaluasi penyelenggaraan
urusan administrasi;

v, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa dan Sekretaris Desa,

Pasal 14
Kepala Urusan EKeuangan mempunvai tugas
pcnyusunan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, evaluasi dan pcnyusunan laporan

pelaksanaan urusan keuangan desa.

Dalarm  melaksanakan  tugas  sebagaimansa

dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan

Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan kebijakan
pemerintah desa dalam rangka
penyelenggaraan Keuangan desa,
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b. penvusunan program  dan perencanaan
kegintan meliputi pengumpulan bahan, data
(lan potensi dalam rangka penyelenggaraan
Keuangan desa;

¢c. penvusunan program dan perencanaan
kegiatan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, penyelenggaraan Keuangan desa,

d. penyusunan data  dan  bushan  laporan
penyelenggaraan Keuangan desa;

e. pelaporan, monitoring dan evaluasi
penyelengaraan Keuangan desa; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh
Kepala Desa dan sckretaris desa.

Pasal 15
Kepala Urusan Umum  mempunyal tugas
penyusunan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, evaluast dan penyusunan laporan

pelaksanaan urusan umum.

Dalam  meclaksanakan  tugas  sebagaimana

dimaksud pada avat (1), Kepala Urusan Umum

menyclenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan kebijakan
pemerintah desa dalam rangka
penvelenggaraan urusan umum meliputi
ketatausahaan, Aparat Desa, Perlengkapan
dan rumah tangga;

b. penyusunan program dan perencandaan
kegiatan meliputi pengumpulan babhan, data
dan potensi dalam ranpka penvelenggaraan
LrIsan umum,;

c. penvusunan program dan perencanaan
kegiatann dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, penyclenggaraan urusan umum,

l
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(L)

(2)

d. penyusunan data dan bahan laporan
penyelenggaraan urusan umum;

e, pelaporan, monitoring dan evaluasi
penyclengaraan urusan umum; dan

f. pelaksunaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis

Pasal 16
Kepala Scksi Pemerintahan mempunyai (ugas
penyusunan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan bidang Pemerintahan.

Dalam  melaksanakan  tugas  scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Secksi

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan kebyjakan
pcmerintah desa dalam rangka
penyclenggaraan pemerintahan umum dan
pelayanan masyarakat;

b. penyusunan program dan pcrencanaan
kegiatan melipuli pengumpulan bahan, data
dan potensi dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Umum;

C. pcanyusunan program  dan  perencanaan
kegiatan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan,
ketenteraman dan ketertiban masyaralkat;

d. penyusunan program dan percncanaan
pengadministrasian kependudukan dan
catatan sipil;

€. penyusunan data dan bhzhan laporan
pcnyelenggaraan pemerintahan;
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(1)

(2)

|, pelaporan, monitoring dan evaluas)
penyelengaraan pemerintahan: dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kcpala Desa.

G:E.

Pasal 17

Kepala Seksi Pembangunan mempunyat  tugas
penyusuran perencanaan, pelaksunaan,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan bidang Pembangunan.

Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana

dimsksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan kebijakan
pemerintah desa dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan dan
pelayanan masyarakat;

b. penyusunan program dan percncanaan
kegiatan meliputi pengumpulan bahan, data
dan potensi dalam rangka penyelenggaraan
pernbangunan, meliputi infrastruktur,
perekonomian, produksi dan pertanian;

C. penyusunun program dan PeErencanaan
kegiatan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, penyelcnggaraan pembangunan,
meliputi infrastruktur, perekonomian,
produksi dan pertanian;

d. penyusunan data dan bahan laporan
penyelenggaraan pembangunan;

€. pelaporan, monitoring dan evahiuasi
penyelengaruan pembangunan; dan

f.  pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh
Kepala Desa.

16



(1)

(2)

(1)

Pasal 1B

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakvat mempunyai

tugas penyusunan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, cvaluasi dan penyusunan laporan
pclaksanaan bidang kesejahteraan rukyadl,

Dalam  melaksanakan  lugas  sebagaimuna

dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Kesejahteraan Rakyut menyelenggarakan fungsi :

A. penyusunan program dan  kebijakan
pemerintah desa dalam rangka
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat ;

b. penyusunan program dan perencanaan
kegiatan mecliputi pengumpulan bahan, data,
dan potensi dalam rangka penyelenggaraan
kescjahteraan rakyat;

C. penyi SLUTIAn prugrartl l.'] dall perencanaan
kegiatan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, dan penyelenggaraan
kesejahteraan rakyat;

d. penyusunan data dan bahan laporan
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat,

¢. pclaporan, monitoring, dan evaluasi
penyelengaraan kesejahteraan rakyat; dan

[. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)
Pasal 19
Kepala Dusun mempunyal (ugas membantu
Kepala Desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa di dalam wilayah dusun.
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(2) Dalam  melaksanakan — tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun

menyclengparakan fungsi:

a. pelaksanaan tLgas pemerintahan,
permnbhangunan dan kemasyarakatan serta
ketentraman dan ketertiban di wilayvahnya;

b, pelaksanaan kebijakan Kepala Desa 1
wilayahnye;

¢c. pembinaan kerukunan wargg, swadaya golong
rovong di wilayahnya;

d. penyuluhan Progrim pemcrinlah di
wilayahnya; dan

e. pelaksanaan tugus lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksunakan tugas, kewenangan, hak, dan
kewajiban Kepala Desa wajib:

al

b.

menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran
kepada Bupati;

menvampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan
kepada Bupati,

memberikan laporan keterangan penyeclenggaraan
pemcrintahan secara tertulis kepada Badan
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun
anggaran; dan

memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
kepada masyarakat Desa seliap akhir tahun
anggarar.
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Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan fungsinva perangkat

desa bertanggung jawab kepada:

a. Sekretsris Desa bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Desa.

b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala|
Diesa melaiui Sckretaris Desa.

c. Pelaksana Teknis (Kepala Scksi) bertanggung
Jawab langsung kepad:a Kepala Desz

. Pelaksana Kewiiayzhan (Kepala Dusuin)
bertanggung jawab langsung kepada Kepala [2esa.

|
Pasal 22

Perangkat Desa dalam  menjalankan  tugas, |
wewenang, dan kewajibannva harus bersikap netral
dan tidak wmesmihak seria lelap berpegang t{:-g11_h|
kepada keteniuan Peraluran Perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,
Kcpala Desa dan Perangkat Desa mencrapkan prinsip
koordinasi dan sinkronisasi. |

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerch ini

harus ditctapkan paling lama 2 (dua) tahun
terhilung sejuk Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Dacrah ini rmulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Fi
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Agar seiiap orang mengetahuinya, memerinizhlkan
Pengundangan Peraturan Daeral,  int dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Gowe,

Ditctapkan di bLLTlég_l.llTilF'd_Hd
f”?:-*—_.—_-pgdﬁ tanggar 31 esamdar

i
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Diundangkan di\'@ﬂ.lﬂﬂgumlndhd
sada tanggal 31 Besazber <015
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

UMUM

Dalam  pencapatan  sasaran  dan  tujuan
Pemerintah Desa diperlukan penataan struktur
organisasi yang sesuai denpan kepentingan dan
tujuan yang akan dicapai serta perkembangan
zaman, maka perlu diatur mengenai Pedoman
Penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah
Desa di Kabupaten Gowa melalui Peraturan
Daerah, yang merupakan Implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Taehun 2014 tentang Desa dalam
rangka mengoptimalkan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka
mewljudkan penyelenggaraan Desa yang
didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerinlahan yang baik serta sejalan dengan asas
pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, antara lain kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan
umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas,
elcktivitas dan cfisiensi. kecarifan lokal,
keberagaman serta partisipasi. Peraturan Dacrah
in1 menjadi pedoman bagl Pemerintah Daerah,
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masyarakal, dan pemangku kepentingan lamnnya
dalam mewujudkan tujuan penvelenggaraan Desa,
yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan
sejuhlera tanpa harus kehilangan jat dirt,

Peraturan Daerah tentang Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pcmerintah Desa i,
akan menjadi dasar hukum pemerintah  desa
menyusun sirukiur crganisasi dan tata kerja.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 5 BAB dan
25 Pasal, diantaranya adalah Ketentuan Umum,
Susunan Organisasi Pemerintah Desa,  Tugas,
Kewajiban dan Fungsi, Tata Kerja, dun Ketentuan
Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal &
Yang dimaksud mengkoordinasikan
pembangunan desa secara partisipatif adalah
mengkoordinasikan  pcmbangunan desa
mulai  dari perencanaan, pelaksanaan,
pemunfaatan, pengembangan dan pelestarian
pembangunan di Desa.

Pasal 9
Pcngawasan Kepala Desa terhadap Pcrangkat
Desa dimaksudkan agar pelaksanaan fugas
dan kewajiban Perangkat Desa berjalan
dengan baik.,

Pasal 10 s/d Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20
Kewajiban  Kepala  llesa mcmberikan
dan/atau menyebarkan informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan secara
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tertulis kepada masyarakat adalah
memberikan informesi berupa pokok-pokok
kegiatan, Cara penvampaian  informasi
hemipa  pokok pokeok  kegiatan  kepada
masyarakat dapat berupa selebaran yang
ditempelkan pada papan pensumuman, alan
diinformasikan secara lisan dalam berbapai
pertemuan dengan masyarakat desa atau
media lainnya.

Pasal 21 s/d Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Koordinas: dilakukan untuk menemukan
adany: persamaan perscpsi dan keselarasan
aklivitas anlara Kepala Desa dengan
Perangkat Desa. Sinkronisasi dimaksudkan
untuk menghindari tumpang tindih
pekerjaan, dan pelaksanaan pekerjaan
secara bertanggung jawab,

Pasal 24 s/d Pasal 25
Culkup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KADBUPATEN GOWA
NOMOR
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